BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Suhartana, 2011 Analisis Pengaruh Kredit pasaran, kredit mingguan
Pemberian Kredit dan kredit bulanan mempunyai
terhadap Pendapatan pengaruh positif dan signifikan

Pedagang Kecil PD. BPR | terhadap pendapatan pedagang
BKK Purwodadi Cabang | kecil PD. BPR BKK Purwodadi
Kedungjati Kabupaten Cabang Kedungjati Kabupaten

Grobogan. Grobogan.
2 Nur Arwana Pradana, Dampak Program Kredit | Program kredit modal kerja
2011 Modal Kerja dalam mempunyai dampak positif dan
Rangka Pengembangan signifikan terhadap
Usaha Kecil dan perekonomian Bandar Lampung.
Menengah Terhadap

Perekonomian Kota
Bandar Lampung.

3 Ari Syofywan, 2012 Peranan Kredit Usaha Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Rakyat Terhadap berpengaruh positif terhadap
Pengembangan UMK di | usaha mikro dan kecil (UMK), ini
Kecamatan Gebng terlihat dari beberapa indikator
Kabupaten Langkat seperti peningkatan omset
(Studi Kasus : Bank BRI | produksi usaha mikro dan kecil
Kecamatan Gebang). (UMK) di Kecamatan Gebang.

4 Ni Wayan Ana Pengaruh Pemberian Pemberian Kredit dan Modal

Purnamayanti (2014) Kredit dan Modal berpengaruh signifikan terhadap

Terhadap Pendapatan pendapatan UKM.
UKM.

2.2 KAJIAN TEORI
2.2.1 Lembaga Keuangan Bank
2.2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998
tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah “badan usaha yang menghimpun
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dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan
perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu
berkaitan dalam bidang keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas
yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding.
Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dengan cara
membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh
bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat menanamkan dananya
dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah

seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan oleh masyarakat, maka oleh pihak
perbankan dana tersebut akan diputarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional
diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan
bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di
bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila suatu bank mengalami suatu
kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga

kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama negatif spread (Kasmir, 2010 : 27).

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenl istilah bunga dalam
memberikan jasa kepda penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang
diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip
syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip

hasil bagi (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
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(musharakah) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari
pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina).

2.2.1.2 Jenis — jenis Bank

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan

menurut fungsinya terdiri dari :

a) Bank Umum

b) Bank Pembangunan

c) Bank Tabungan

d) Bank Pasar

e) Bank Desa

f) Lumbung Desa

g) Bank Pegawai

h) dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan
lagi dengan keluarnya Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis
perbankan terdiri dari :

a) Bank Umum

b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum,
sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank

Perkreditan Rakyat.

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :
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a) Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti
dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah
operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank
komrsial.

b) Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh

lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank

milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.
a. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh
pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.
Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank
milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat | dan tingkat Il masing-
masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil
dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan
penguasaan saham yang dimilikinya.

O Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
O Bank Rakyat Indonesia (BRI)

O Bank Tabungan Negara (BTN)
O Contoh Bank DKI
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O Bank Jateng,dan sebagainya.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan
tingkat Il. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa
Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra
Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.
Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian
keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:
Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta,

Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.
c. Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya
adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta
nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara
Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank
Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter
Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank
PDFCI.

e. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta
asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.
Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.
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3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat
diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan
atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran
kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal,
maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut
diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteris tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah:
a) Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar
negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of
Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan

oleh Bank Indonesia.
b) Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank
devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi
bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

2.2.1.3 Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a) Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
“menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat,

kebiasaan, kelaziman.
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Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam
operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih
dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan

metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk
untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan
giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara
lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan
pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit,
dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat,

penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah
berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan
obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank
tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder,
penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR.
Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

b) Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia
pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 — 20 Agustus 1990.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan

transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada
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prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar

mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan
yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada
prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan

produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan
bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan
antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan
jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan
diterima penyimpan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank
syariah.

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh

pihak lain.

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada
Alguran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya

dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

Ciri — ciri Bank Syariah :

“PENGARUH MODAL SENDIRI DAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN
UMK PT BPR SYARIAH LANTABUR JOMBANG”
Author: Niswa Qonita NPK: K.2013.5.32472



15

Biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan
dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat
dilakukan kebebasan tawar-menawar dalam batas wajar.

. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran
selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat sisa hutang meskipun
batas waktu perjanjian telah berakhir.

Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan sistem
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka
pada awal suatu perjanjian, karena pada hakikatnya yang mengetahui
tentang laba atau ruginya suatu proyek hanyalah Allah S.W.T, manusia
tidak mampu untuk meramalkannya.

Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata
uang yang sama.

. Adanya pos pendapatan berupa rekening pendapatan non halal sebagai hasil
dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sitem
bunga.

DPS (dewan pengawas syariah) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi
bank dari sudut syariah agar tidak menyimpang dari tuntutan syariah islam.

. Produk — produk bank syariah selalu menggunakan istilah-istilah yang

berasal dari bahasa Arab.

2.3.1.4 Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank

yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai

keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan

maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan

pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah

Indonesia.
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Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan.
Menurut status bank umum dibagi kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan
bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda.
Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap
seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri.
Sedangkan bank umum non devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang
berhubungan dengan luar negeri.

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat.
Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat
dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering
disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa
ini adalah:

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat
dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro (Bilyet Giro adalah surat
perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu Bank kepada Bank yang
bersangkutan ). Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga
yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank
yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik
untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank jasa giro merupakan dana
murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari
bunga simpanan lainnya.

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku
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tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang
merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro,
besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam
praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c. Simpanan Deposito (Time Deposit)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh
tempo). Penarikannyapun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat
ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat. jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan
nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka,
sertifikat deposito dan deposit on call.

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari
masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana
yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam
masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri
dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya.

Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan
oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan
dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya.
Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat
keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

a. Kredit Investasi,
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Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan
investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka
waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1(satu) tahun. Contoh jenis kredit ini
adalah kredit untuk membangun pabrik atau menbah peralatan pabrik seperti

mesin-mesin.

b. Kedit Modal Kerja,

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis
ini berjangka waktu pendek yaitu tidak.lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit
ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal
kerja lainnya.

C. Kredit Perdagangan,

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka
memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.
Contoh jenis-kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang

diberikan kepada para suplier atau agen.

d. Kredit Produktif,

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan.
Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga

pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit Konsumtif,

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan
konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah
kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai

sendiri.

f.  Kredit Profesi,

“PENGARUH MODAL SENDIRI DAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN
UMK PT BPR SYARIAH LANTABUR JOMBANG”
Author: Niswa Qonita NPK: K.2013.5.32472



19

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti
dosen, dokter atau pengacara.

3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran
kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang,
kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan
dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi
keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan

cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan
semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank
dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh
kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang
ditawarkan meliputi :

a. Kiriman Uang (Transfer)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada
bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan
derigan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang
keluar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya
kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya
adalah nasabah bank yang bersangkutan (memiliki rekening di bank yang
bersangkutan) atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut.

b. Kliring (Clearing)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang
berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1
(satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

c. Inkaso (Collection)
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Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang
berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari
jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu)
bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan
pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

d. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa pelayanan ini
memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-
surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau
barang-barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian
dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya
tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan.

e. Kartu kredit (Bank Card)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik.
Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat
hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM
yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit
dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang
mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan
dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang
waktu yang telah ditetapkan.

f. Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank
menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g. Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai

suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk
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melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank
dikeluarkan bank terlebih dulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.
h. Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini
dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.
I. Letter of Credit (L/C)

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang
digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka
lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah
dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

J. Cek Wisata (Travellers Cheque)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek
Wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan
atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek Wisata juga bisa digunakan sebagai
hadiah kepada para relasinya.

k. Menerima setoran-setoran.

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari

berbagai tempat antara lain :

Pembayaran pajak

Pembayaran telepon

Pembayaran air

Pembayaran listrik

Pembayaran uang kuliah

2.2.2 Operasional BPR
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Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang
menjadi perbedaan adalah jumlah jasa Bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit.
BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank
umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga di kaitkan dengan misi penirian BPR itu

sendiri.
Dalam praktiknya kegiatan BPR, jenis layanan yang diberikan BPR :

a) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan

atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

e Produk berjangka / titipan dana pihak ketiga kepada bank dalam
jangka waktu tertentu yang tidak bisa diambil pada masa penempatan

yang telah disepakati bersama atau sebelum jatuh tempo (due date).

b) Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun

Kredit Konsumsi.

e Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal
usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu
tidak.lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk
membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja

lainnya.

e Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha
yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit
jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas
1(satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun

pabrik atau menbah peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

e Kredit Konsumsi merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan

pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun
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papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit

kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah
sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami
over likuiditas.

Sedangkan jenis layanan yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

a) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

b) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern
terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

¢) Melakukan usaha perasuransian.

d) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud
dalam usaha BPR.

e) Menerima simpanan berupa giro.

2.2.3 Modal Kerja

Menurut Bambang Riyanto (2007 : 20) menyatakan bahwa “pengertian modaal kerja
dimaksudkan sebagai jumlah keseluruhan aktiva lancar”. Pengertian tersebut sama
dengan pengertian modal kerja yang dinyatakan oleh Susan Irawati (2006 : 89) bahwa

“modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar “

Sementara itu menurut J.Fred Weston dan Thomas E.Copeland , Modal kerja adalah
selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian modal kerja
merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan

dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar.
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2.2.4 Pendapatan

2.2.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor utama dimana kita mampu mengetahui suatu
perusahaan mengalami perkembangan dalam usahanya ataukah mengalami
penurunan dalam usahanya, karena pendapatan merupakan unsur dari sebuah laporan
keuangan khusunya laporan laba rugi.
Pengertian pendapatan terdapat penafsiran yang berbeda-beda bagi pihak-pihak yang
berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda.
1. Menurut PSAK No.23 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“Pendapatan adalah arus ks masuk bruto dari manfaat ekonomi yang

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus kas

masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari

kontribusi penanaman modal”.

2. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku “Standar Akuntansi
Keuangan” (2002 ; 232)
“Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi
yang muncul dari aktivitas normal perusahaan dalam waktu satu periode
jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal
dari kontribusi penanaman modal”.

3. Menurut Kusnadi dalam buku “Akuntansi Keuangan Menengah
(Intermediate): Prinsip, Prosedur, dan Metode* (2011 ; 9)
“Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan
bertambahnya modal namun bukan dikarenakan penambahan modal dari
pemilik atau bukan hutang namun melainkan melalui penjulan barang

dan/atau jasa terhadap pihak lain, sebab pendapatan tersebut bisa
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dikatakan sebagai kontra perstasi yang didapatkan atas jasa-jasa yang

sudah diberikan kepada pihak lain”.

Sehingga dapat didefinisikan pendapatan adalah aliran masuk pada perusahaan yang
diperoleh dari aktifitas kerja ataupun produksi dimana berdampak menambah aktiva

perusahaan dengan maksud menambah pemasukan.

2.2.4.2 Unsur-Unsur Pendapatan

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal daripada pendapatan itu
diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi :
1. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa
2. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis
perusahaan oleh pihak lain.
3. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan

lain-lain suatu perusahaan.

2.2.4.3 Karakteristik pendapatan

Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan
faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. Seluruh
kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebur
earning process. Secara garis besar earning process menimbulkan dua akibat yaitu
pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negatif atau beban

dan kerugian.

Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba atau income dan rugi atau less.
Pendapatan umumnya digolongkan atas pendapatan yang berasal dari kegiatan
normal perusahaan dan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal

perusahaan.
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Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan
barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan.
Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar
kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi. Pendapatan non
operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan

bunga dan deviden.

Ada beberapa Kkarakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau
membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan
yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan
sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah

pendapatan serta proses

2.2.4.4 Sumber — sumber pendapatan

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa

aspek dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber pendapatan, yaitu :

1. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama
perusahaan.

2. Pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktifitas
perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor external.

3. Pendapatan luar biasa, yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatan
ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa

yang akan datang.

2.2.5 Kredit
2.2.5.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaaan atau

berasal dari bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran.
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Selanjutnya pengertian tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 10 Tahun
1998.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau
tagihan yang nilainya diukur dengan uang.Kemudian adanya kesepakatan antara bank
sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang
telah dibuat.Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing
pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.Demikian pula
dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah
dibuat

Ditinjau dari sisi penyedia kredit, kredit perdesaaan dikelompokkan menjadi kredit
formal, informal dan program. Kredit formal adalah kredit yang disediakan oleh
lembaga kredit formal yang berbadan hukum, baik bank maupun non bank. Kredit
informal adalah kredit yang disediakan oleh suatu lembaga atau perorangan tidak
berbadan hukum seperti pelepas uang, warung/toko, tukang kredit da kelompok
simpan pinjam. Sedangkan kredit program adalah kredit yang disediakan melalui
program — program pmerintah yang mempunyai tujuan khusus dan diberikan dalam
kurun waktu tertentu (Wibowo dan Munawar : 2002).

2.2.5.2 Unsur — Unsur Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu :
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1. Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik
berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan
datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima
kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu, Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama.jangka
waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menegah ataupun jangka
panjang.

4. Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu
risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

5. Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang

dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil uantuk bank syariah.

2.2.5.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam prakteknya Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

1. Mencari keuntungan.

Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bungayang di terima oleh bank
sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah.
Keuntunga yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat
membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi
maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah.

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan |,

maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak
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kucura dana dalam ragka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama

sektor riil.

Selain memiliki tujuan kredit juga mempunyai fungsi yang sangat luas yaitu antara
lain;

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, dengan di berikannya kredit
tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima
Kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tesebut
akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya

¢. Untuk meningkatka daya guan uang

Kredit yang di berikan oleh bank dapat di gunakan oleh debitur untuk menglah
barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
d. Meningkatkan peredaran uang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah
kewilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah

lainnya bertambah.
2.2.5.4 Jenis — Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:
a. Segi Kegunaan
o Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya
digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

“PENGARUH MODAL SENDIRI DAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN
UMK PT BPR SYARIAH LANTABUR JOMBANG”
Author: Niswa Qonita NPK: K.2013.5.32472



30

Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Segi Tujuan Kredit

Kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha
atau produksi atau investasi.

Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara
pribadi.

Kredit perdagangan, adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan
digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil

penjualan barang dagangan tersebut.

c. Segi Jangka Waktu

Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu
kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan
untuk keperluan modal kerja.

Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu
kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit
ini digunakan untuk melakukan investasi.

Kkredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya
paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3

tahun atau 5 tahun.

d. Segi Jaminan

Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu
jaminan. Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya
setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan
atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon
debitur,
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Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan
barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat
prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur

selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Segi Penarikan

Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah
sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa
ada penundaan pencairan dana pinjaman,

Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah,

dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.

Segi Sifat Pelunasan

Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh
debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan
ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur,

Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara
keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan,
dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman
sesuai dengan kesepakatan.

Segi Sektor Usaha

Kredit pertanian,
Kredit peternakan,
Kredit industri,
Kredit pertambangan,
Kredit pendidikan,
Kredit profesi,

Kredit perumahan,

Sektor-sektor lain-lainnya
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2.2.5.5 Prosedur Pemberian Kredit

a. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

Bahwa untuk memperoleh kredit dari Bank, maka tahap pertama yang dilakukan
adalah  mengajukan  permohonan/aplikasi  kredit kepada Bank  yang
bersangkutan.Permohonan/Aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-
dokumen yang dipersyaratkan.
Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya
memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Profil perusahaan beserta pengurusnya

2. Tujuan dan manfaat kredit

3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit

4. Cara pengembalian kredit

5. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen

pendukung dipersyaratkan yaitu:

1. Akta pendirian perusahaan

2. Identitas (KTP) para pengurus

3. Tanda daftar perusahaan

4. Nomor pokok wajib pajak

5. Neraca dan laporan rugi laba (3 tahun terakhir)

6. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan

Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perseorangan adalah

sebagai berikut :

1. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank

2. Tujuan dan mamfaat kredit

3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit

4. Cara pengembalian kredit

5. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)
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Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua
dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :
1. Foto copy identitas (KTP)
2. KK
3. Slip gaji yang bersangkutan
b. Pemeriksaan berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah
lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.Jika menurut pihak perbankan belum
lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila
sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka
sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

1. Aspek Hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-
dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-

dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran, adalah prospek usaha yang dijalankan oleh

pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

3. Aspek Keuangan, adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan
keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan

dalam aplikasi kredit.

4. Aspek Teknis/Operasional, adalah aspek teknis atau operasional dari
perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat

usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

5. Aspek Manajemen, adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang
memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya

manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.
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6. Aspek Sosial Ekonomi, adalah untuk melakukan penilaian terhadap dampak
dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit

khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun social.

7. Aspem AMDAL, penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena
merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatau
perusahaan.

. Wawancara |

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan
dengan calon peminjam.
. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek
yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan
hasil wawancara I.

. Wawancara Il

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat
setelah dilakukan on the spot di lapangan.

Penilaian dan analisis kebutuhan Kredit

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang
sebenarnya.

. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan
atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya
mencakup:

e jumlah uang yang diterima

e jangka waktu
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e dan biaya-biaya yang harus dibayar

I. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum
kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

J. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka
rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

K. Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu

e Sekaligus atau

e  Secara bertahap.

2.2.5.6 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan bank, mengingat jika nasabah
mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian tarhadap kredit
yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat
setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.
1. Kredit Dengan Jaminan
a. Jaminan benda berwujud

Tanah

Bangunan

Kendaraan bermotor

Mesin-mesin atau peralatan

Barang dagangan

Tanaman/kebun/sawah
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b. Jaminan benda tidak berwujud
Sertifikat saham
Sertifikat obligasi
Sertifikat tanah
Sertifikat deposito
Wesel
Surat tagihan
c. Jaminan orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan
untuk menanggunga segala resiko apabila kredit tersebut macet.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu.Biasanya
kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan

professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

2.2.5.7 Prinsip — Prinsip Pemberian Kredit

Dalam dunia perbankan prinsip pemberian kredit dikenal dengan konsep 5 C, yaitu:

a. Character (watak),

Penilaian terhadap personalitas debitur, bagaimana sifatnya, kejujurannya, rajin, masa
kerja debitur pada tempat pekerjaan terakhir, usia debitur, dan lain-lain. Watak calon
debitur juga dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran kredit di masa
lalu jika ada, sedangkan untuk nasabah non-kredit, wataknya dapat diketahui dengan
melihat kebiasaan setor/tarik, kualitas giro yang disetor atau apakah nasabah pernah

membuka giro kosong.

b. Capacity (kapasitas),
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Kemampuan calon debitur untuk membayar, di mana diteliti mengenai pendidikan
dan pengalaman usahanya, reputasi perusahaan, riwayat usaha, keahliannya dalam
bidang usaha tersebut sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa suatu usaha yang
dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Analis kredit
akan melihat bagaimana kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba,
kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban
kredit. Aspek pemasaran meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan.Aspek
pembelian terutama untuk sektor bisnis manufaktur dan perdagangan meliputi jumlah
pembelian per bulan, besarnya pembelian tunai, porsi dan lama kredit pemasok,
fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan calon debitur
dengan pemasok.

c. Capital (modal),

Meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada
modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah
pengaturan modal kerja baik, sehinggaperusahaan berjalan lancar, berapa besar modal
kerja, perlu pula dinilai sumber dan struktur permodalan, tingkat pertumbuhan laba,
di mana semua ini dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan.

d. Collateral (jaminan),

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik,
jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti
keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatau masalah maka jaminan
yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition (kondisi).

Kondisi ekonomi social dan politik yang ada sekarang dan diprediksi untuk dimasa
yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai
hendknya benar-benar memiliki prospek yang baik , sehingga kemungkinan kredit

tersebut bermasalah relative kecil.
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2.2.5.8 Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR,

yaitu :

a)

b)

Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai
dengan perjanjian.

Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada
peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut.
Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada
pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal
disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan
keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di
dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga)
yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan
komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR
lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2.2.6 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

2.2.6.1 Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
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Usaha mikro dan kecil merupakan alat perjuangan bagi peningkatan mutu kehidupan
dan kesejahteraan rakyat. Saat ini berbagai jenis UMK telah bermunculan dan bahkan

banyak yang telah berkembang menjadi usaha yang berskala besar.

Pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah menurut undang-
undang no.20 tahun 2008, adalah :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha
yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling
banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai
dengan palig banyak Rp. 2,5 milyar.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih tau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha

menengah, yakni :
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a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan
paling banyak Rp.10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan
paling banyak Rp 50 milyar.

Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (seperti warung kelontong, warung
nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan
tempe/kerupuk/kecap/kompor/sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel
motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cindera mata, perkayuan, anyaman), dan
pertanian/peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele).

2.2.6.2 Peranan Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Rudjito (2011 : 40) setidaknya ada empat aspek utama yang menjadi alasan
mengapa UMK memiliki peran strategis, yaitu :

a. Aspek manajerial, yaitu meliputi : peningkatan produktivitas/omzet/tingkat
utilisasi/tingkat ~ hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan
pengembangan sumber daya manusia.

b. Aspek permodalan, yaitu meliputi : bantuan modal (penyisihan 1-5%
keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil
minimum 20%) dari portofolio kredit bank dan kemudahan kredit.

c. Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat system.
Diibaratkan bapak — anak angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage),
keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), model ventura, atau subkontrak.

d. Pengembangan sistem sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah
berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (ILingkungan Industri KecilO,
SUK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung UPT(Unit Pelayanan Teknis)
dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
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e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok
Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal

disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.2.6.3 Masalah yang dihadapi Usaha Mikro dan Kecil

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam
perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala,
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagai usaha yang ruang lingkup
usahanya dan anggotanya adalah (umumnya) rakyat kecil dengan modal terbatas dan
kemampuan manajerial yang juga terbatas, UMKM sangat rentan terhadap masalah-

masalah perekonomian.

Kuncoro (2000) mengungkapkan ada beberapa kendala yang dialami oleh UMKM
dalam menjalankan usahanya. Kendala tersebut berupa tingkat kemampuan,
ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran
dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini
mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.
Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: Pertama,
kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua,
kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur
terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan
manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama
antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang
kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan
yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta
kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
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Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam
masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa
berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga
berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis
kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan,
2002). Meski demikian yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil menurut
Tambunan (2002) :

1. Kesulitan pemasaran

2. Keterbatasan financial

3. Keterbatasan sumber daya manusia

4. Masalah bahan baku
5

Keterbatasan teknologi

2.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Keberadaan kredit adalah diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran. Kebutuhan akan modal
memang merupakan salah satu penyebab utama lingkaran kemiskinan yang terjadi
dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sejauh
mana pengaruh modal kerja secara langsung dan secara tidak langsung melaui kredit
dari BPR ini dalam mendorong peningkatan pendapatan yang pada akhirnya
diharapkan dapat turut serta dalam proses penanggulangan kemiskinan, sehingga
terwujud masyarakat yang sejahtera. Kerangka penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

l

Modal Kerja (X) Pendapatan ()

Kredit (Z)

2.4 HIPOTESIS

Ho : Modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
pendapatan.
Ha : Modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

pendapatan dengan kredit sebagai variabel intervening.
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